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ABSTRACT

Pulau Bungin, Sumbawa Regency, is inhabited by the Bajo people, who facing land
scarcity and expand their settlement through self-help (traditional) reclamation by
piling dead coral rock onto the sea. Over this reclaimed land the State, through
ATR/BPN, has issued land rights, including Freehold Title (Hak Milik) via the
Complete Systematic Land Registration (PTSL) program, even though authority
over marine space of 0—12 nautical miles rests with the provincial government and
the reclamation was carried out without a formal permit. This study analyzes the
conformity of granting land rights over such traditionally reclaimed land with
prevailing land and coastal spatial regulations. It uses a qualitative descriptive
(empirical-juridical) method through in-depth interviews with key informants,
documentary study, and regulatory analysis. The results show that land tenure
evolved from unwritten custom to village certificates (locally called “Segel”) and
finally to PTSL certification, with solid reclaimed land recognized as an object of
land rights. However, the granting is only partially conform. Appropriate for long-
established inland parcels historically occupied by the Bajo, but not conform for
parcels within coastal-boundary or protected zones. Which should carry time-
limited rights (Hak Pakai) rather than Hak Milik, and given the absence of cross-
sector coordination prior to certification. Resolution is directed toward
Government Regulation No. 43 of 2021, balancing legal certainty with the principle

of benefit (asas kemanfaatan) for the Bajo community.

Keywords: traditional reclamation, land rights, Bajo community, Pulau Bungin,

coastal spatial planning, legal conformity.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, tanah memiliki makna multidimensi yang sangat
fundamental karena tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi semata, tetapi
juga sebagai ruang hidup (lebensraum) yang menopang eksistensi masyarakat
(Pangaribuan dkk., 2024). Hubungan antara masyarakat dengan tanahnya
bersifat magis-religius, yang menempatkan tanah sebagai anugerah Tuhan
dengan fungsi sosial yang kental untuk keberlangsungan hidup kelompok atau
komunal (Muntaqo dkk., 2025). Keterikatan yang mendalam ini menjadikan
tanah sebagai elemen konstitutif yang membentuk identitas sosial budaya, di
mana penguasaannya harus senantiasa memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan individu dan kebersamaan. Oleh karena itu, hukum tanah nasional
mengakui eksistensi nilai-nilai tradisional ini sebagai basis pembentukan
hukum agraria yang berkarakter keindonesiaan dan berkeadilan sosial.

Guna merealisasikan fungsi strategis tanah tersebut, negara hadir
melalui instrumen Hak Menguasai Negara (HMN) yang memberikan
kewenangan publik untuk mengatur peruntukan dan pengelolaan sumber daya
agraria demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Roiqoh, 2025). Intervensi
negara ini termanifestasi secara fundamental dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang
berkedudukan sebagai landasan hukum agraria nasional. Sebagai produk
hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, UUPA bertujuan
merombak struktur ketimpangan penguasaan tanah warisan kolonial serta
menjamin terwujudnya keadilan sosial ekonomi bagi seluruh lapisan
masyarakat Indonesia (Sulistiyono dkk., 2024). Dalam perspektif negara
kesejahteraan, regulasi ini menjadi landasan legitimasi bagi pemerintah untuk
mengelola tanah sebagai sumber daya strategis yang harus dimanfaatkan

sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.



Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah
Indonesia guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak
atas tanah masyarakat sebagai manifestasi konkret dari amanat UUPA. Proses
administrasi ini tidak berhenti pada pendataan fisik dan yuridis semata,
melainkan bermuara pada penerbitan sertipikat sebagai alat pembuktian yang
kuat dan sah di mata hukum (Wibawa, 2024). Dengan adanya sertipikat yang
menjamin kejelasan subjek dan objek hak, potensi sengketa atau konflik
pertanahan dapat diminimalisasi secara signifikan di tengah masyarakat
(Khoslina dkk., 2025). Selain itu, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk
meningkatkan nilai ekonomi tanah dan memberikan rasa aman bagi pemiliknya
dalam melakukan transaksi maupun pemanfaatan lahan secara optimal.

Reklamasi merupakan kegiatan rekayasa yang dilakukan untuk
meningkatkan manfaat sumber daya lahan dari aspek lingkungan dan sosial
ekonomi, baik melalui metode pengurugan tanah maupun sistem drainase
(Praptono & Suyatno, 2024). Praktik ini menjadi instrumen strategis dalam
penciptaan daratan baru (/land creation) di wilayah pesisir yang dinamis. Upaya
tersebut bertujuan mengakomodasi kebutuhan ruang yang mendesak akibat
ketidakseimbangan antara pertumbuhan populasi dan ketersediaan lahan.
Transformasi bentang alam dari perairan menjadi daratan ini mengubah
kawasan kurang produktif menjadi zona bernilai ekonomis tinggi untuk
perluasan permukiman, kawasan bisnis, hingga pariwisata (Sinlae dkk., 2024).
Oleh karena itu, reklamasi menjadi solusi tak terelakkan bagi wilayah
berpenduduk padat demi menjamin keberlanjutan pembangunan dan
optimalisasi pemanfaatan ruang.

Reklamasi di wilayah perairan merupakan intervensi lingkungan yang
berisiko tinggi karena dapat menyebabkan degradasi ekosistem hayati laut yang
masif dan sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan jika tidak
dikelola dengan benar (Pertiwi, 2023). Mengingat dampak ekologis dan spasial
yang signifikan, pelaksanaan reklamasi di Indonesia tidak dapat dilakukan
secara sembarangan melainkan harus tunduk pada rezim perizinan yang sangat

ketat. Secara yuridis, tanah yang terbentuk dari hasil reklamasi secara otomatis



berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Tanah Negara) dan
tidak serta-merta melahirkan hak kepemilikan pribadi bagi pihak yang
melakukan penimbunan tanpa dasar hukum yang jelas (Susanto dkk., 2023).
Pemerintah mewajibkan setiap kegiatan penciptaan daratan baru ini untuk
dilengkapi dengan legalitas formal, di mana pemanfaatan ruang lautnya harus
sesuai dengan rencana zonasi dan memiliki izin lokasi serta izin pelaksanaan
yang valid (Yusnita, 2024). Ketentuan ini menegaskan bahwa tanpa adanya alas
hak yang diterbitkan oleh negara dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi,
maka penguasaan fisik atas tanah hasil reklamasi dikategorikan sebagai
tindakan ilegal yang tidak mendapat perlindungan hukum positif.

Berdasarkan regulasi pertanahan nasional, tanah yang terbentuk dari
hasil reklamasi berstatus sebagai Tanah Negara, sehingga mekanisme
pemberian haknya memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tanah
daratan pada umumnya (Pertiwi, 2023). Dalam praktiknya, hak prioritas yang
diberikan di atas tanah reklamasi umumnya berupa Hak Pengelolaan (HPL)
kepada instansi pemerintah atau badan hukum negara, yang kemudian dapat
dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui penerbitan Hak Guna Bangunan
(HGB) atau Hak Pakai di atas HPL tersebut (Putri & Setyad;ji, 2024). Skema ini
menegaskan bahwa negara tetap memegang kendali utama melalui hak
menguasai, sehingga pemberian Hak Milik (SHM) secara langsung kepada
perorangan di atas tanah reklamasi sangat dibatasi untuk mencegah privatisasi
mutlak atas wilayah pesisir. Pembatasan ini dimaksudkan agar fungsi strategis
kawasan pantai sebagai ruang publik tetap terjaga, sekaligus menjamin bahwa
pemanfaatan tanah hasil reklamasi benar-benar memberikan kontribusi
ekonomi yang optimal bagi negara dan masyarakat luas.

Penelitian ini secara spesifik mengambil lokasi di Pulau Bungin, sebuah
pulau kecil di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang memiliki
karakteristik demografis unik sebagai salah satu pulau terpadat di dunia.
Wilayah ini didiami secara eksklusif oleh komunitas Suku Bajo yang memiliki
keterikatan historis dan emosional yang kuat dengan laut sebagai ruang hidup

utama mereka, sehingga enggan untuk direlokasi ke daratan utama (Baskara



dkk., 2025). Tingginya densitas penduduk di pulau ini menyebabkan hampir
tidak tersedianya lahan kosong atau ruang terbuka hijau, karena seluruh
permukaan pulau telah tertutup oleh bangunan permukiman yang sangat padat
hingga ke bibir pantai (Utari dkk., 2024). Kondisi keruangan yang ekstrem ini
tidak hanya mencerminkan tekanan demografis semata, tetapi juga
menunjukkan bentuk adaptasi budaya masyarakat maritim yang unik dalam
mempertahankan eksistensi ruang hidupnya di tengah keterbatasan lahan alami.
Lonjakan populasi yang terjadi secara masif di wilayah kepulauan
dengan luas daratan yang statis menciptakan tekanan demografis yang ekstrem
terhadap daya dukung lingkungan. Kondisi defisit ruang ini memaksa
masyarakat Suku Bajo di Pulau Bungin untuk melakukan strategi adaptasi
spasial yang radikal, yakni dengan memperluas area hunian ke arah laut
menggunakan tumpukan karang mati sebagai fondasi reklamasi swadaya
(Lahamendu dkk., 2022). Praktik perluasan lahan ini pada dasarnya bukan
sekadar keinginan untuk menambah aset properti, melainkan merupakan
mekanisme pertahanan hidup (survival strategy) yang tidak terelakkan demi
menjaga kohesivitas kelompok dan ikatan kekerabatan yang sangat kuat dalam
budaya mereka (Rubama dkk., 2024). Dengan demikian, reklamasi tradisional
yang dilakukan menjadi satu-satunya solusi logis untuk mengakomodasi
pertumbuhan keluarga baru di tengah ketiadaan lahan daratan yang tersisa.
Menghadapi keterbatasan lahan hunian yang semakin kritis, masyarakat
Suku Bajo di Pulau Bungin menerapkan strategi adaptasi spasial melalui praktik
reklamasi tradisional yang unik dan telah membudaya. Proses pembentukan
daratan baru ini dilakukan secara swadaya dengan cara menumpuk material
batu karang mati (dead coral) secara bertahap ke dasar laut hingga terbentuk
fondasi yang stabil untuk mendirikan bangunan rumah panggung (Lahamendu
dkk., 2022). Praktik penimbunan ini tidak sekadar bersifat teknis, melainkan
memiliki dimensi sosial-budaya yang kuat, di mana pengumpulan batu karang
sering kali menjadi prasyarat adat bagi pemuda yang hendak melangsungkan
pernikahan atau membangun keluarga baru (Mulyan, 2020). Dengan metode

ini, perluasan wilayah pulau terjadi secara organik mengikuti pertumbuhan



populasi, menciptakan pola permukiman padat yang tumbuh mengarah ke laut
tanpa bergantung pada teknologi reklamasi modern (Baskara dkk., 2025).

Pemerintah merespons kompleksitas dinamika penguasaan ruang
dengan meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),
sebuah solusi strategis untuk mempercepat legalisasi aset masyarakat di seluruh
Indonesia. Program ini bertujuan untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah
tanpa terkecuali demi menjamin kepastian hukum dan meminimalisasi sengketa
agraria yang sering terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan (Sulastini,
2024). Kebijakan ini kemudian menjangkau wilayah Pulau Bungin, di mana
negara berupaya memformalkan penguasaan tanah masyarakat Suku Bajo yang
selama ini hanya berbasis pada hukum adat dan kearifan lokal semata. Namun,
implementasi PTSL di lokasi ini menghadapi tantangan yuridis tersendiri
karena objek yang didaftarkan bukanlah tanah daratan biasa, melainkan lahan
hasil reklamasi tradisional yang memiliki status khusus dalam tata ruang
wilayah pesisir (Widyastuti & Lyanthi, 2024).

Sebagai hasil dari pelaksanaan program strategis tersebut, Kantor
Pertanahan setempat menerbitkan produk hukum berupa Sertipikat Hak Milik
(SHM) kepada masyarakat Suku Bajo di atas lahan hunian mereka yang semula
merupakan perairan. Penerbitan hak milik ini merupakan fenomena hukum
yang signifikan, mengingat SHM adalah jenis hak tertinggi dan terkuat yang
memberikan kewenangan luas kepada pemegangnya, berbeda dengan hak guna
atau hak pakai yang memiliki jangka waktu terbatas (Simandjuntak dkk., 2025).
Fakta ini menunjukkan bahwa negara, melalui instrumen PTSL, secara
administratif telah mengakui konversi dari tanah reklamasi tradisional menjadi
hak milik pribadi yang setara dengan tanah daratan pada umumnya. Legalisasi
ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat, tetapi
juga mengubah status penguasaan ruang yang semula berbasis komunal-adat
menjadi kepemilikan formal yang dilindungi penuh oleh undang-undang untuk
meminimalisasi konflik di masa depan (Sulastini, 2024).

Fenomena penerbitan sertipikat hak milik di atas tanah hasil reklamasi

tradisional ini menghadirkan sebuah dilema yuridis yang nyata, mengingat



terdapat ketidaksesuaian yang tajam antara amanat regulasi dengan fakta
pelaksanaan di lapangan. Secara normatif, wilayah perairan dan pesisir
merupakan domain publik yang dikuasai negara, di mana setiap perubahan
bentang alam menjadi daratan (reklamasi) wajib melalui prosedur perizinan
yang ketat dan status haknya dibatasi, umumnya tidak dapat langsung menjadi
hak milik pribadi (Anggraini dkk., 2025). Namun, realitasnya menunjukkan
bahwa melalui program PTSL, negara justru melakukan legalisasi atas
penguasaan fisik masyarakat tersebut menjadi hak milik penuh (SHM)
meskipun tanpa didahului oleh izin pelaksanaan reklamasi yang baku.
Disharmoni antara rezim hukum agraria yang berorientasi pada legalisasi aset
dengan rezim hukum kelautan yang menekankan pada perlindungan zonasi
pesisir ini menimbulkan celah hukum (/egal gap) terkait keabsahan prosedural
sertipikat tersebut dan potensi cacat administrasi yang dapat dipersoalkan di
kemudian hari (Manek & Pawe, 2024).

Berangkat dari disharmoni antara regulasi formal dan realitas sosiologis
tersebut, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk dilakukan guna menguji
validitas dan kesesuaian produk hukum yang telah diterbitkan negara.
Diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk memastikan apakah
pemberian sertipikat hak milik melalui mekanisme PTSL di atas tanah
reklamasi tradisional ini telah memenuhi kaidah tertib administrasi pertanahan,
atau justru menyimpan potensi cacat hukum yang dapat memicu sengketa di
kemudian hari (Sulastini, 2024). Kajian ini tidak hanya penting untuk
kepentingan akademis, tetapi juga strategis sebagai bahan evaluasi kebijakan
bagi Kementerian ATR/BPN dalam menangani kepastian hukum hak atas tanah
di wilayah pesisir yang memiliki karakteristik khusus pasca berlakunya regulasi
terbaru (Praptono & Suyatno, 2024). Oleh karena itu, penulis bermaksud
menuangkan permasalahan ini ke dalam penelitian skripsi dengan judul:
"Analisis Kesesuaian Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi
Tradisional Suku Bajo di Pulau Bungin (Studi Kasus Desa Pulau Bungin,

Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa)"'.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana mekanisme pemberian hak atas tanah hasil reklamasi tradisional
masyarakat Suku Bajo di Desa Pulau Bungin?

Bagaimana kesesuaian penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) di atas tanah
hasil reklamasi tradisional tersebut jika ditinjau dari peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan hukum tanah nasional?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini adalah:

1.

2.

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme pemberian hak atas
tanah hasil reklamasi tradisional masyarakat Suku Bajo di Desa Pulau
Bungin.

Untuk menganalisis dan mengkaji kesesuaian yuridis penerbitan Sertipikat
Hak Milik (SHM) di atas tanah hasil reklamasi tradisional tersebut ditinjau
dari peraturan perundang-undangan di bidang agraria dan pengelolaan
wilayah pesisir.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun praktis, yaitu:

1.

Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum
agraria, khususnya mengenai status hukum tanah hasil reklamasi
tradisional (kearifan lokal) dan pendaftarannya dalam sistem hukum tanah
nasional.

Sebagai bahan masukan dan evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan
pendaftaran tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya
dalam menangani kasus penguasaan tanah hasil reklamasi swadaya

masyarakat.



3. Bagi Pemerintah Daerah: Sebagai referensi dalam penataan ruang wilayah
pesisir yang mengakomodasi hak-hak masyarakat hukum adat Suku Bajo.
4. Bagi Masyarakat: Memberikan pemahaman hukum mengenai status
kepemilikan tanah mereka agar tercapai kepastian hukum dan

perlindungan hak yang optimal.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis
kesesuaian pemberian hak atas tanah hasil reklamasi tradisional Suku Bajo di
Desa Pulau Bungin, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme Pemberian Hak Atas Tanah Hasil Reklamasi Tradisional
Praktik reklamasi di Pulau Bungin merupakan konstruksi hukum
adat (living law) yang berakar dari sejarah, filosofi Lao denakangku, serta
upaya adaptasi spasial Suku Bajo terhadap tekanan demografis.
Mekanisme penguasaannya diawali dengan pengakuan di tingkat desa
melalui penerbitan "Segel" atau Surat Kepemilikan Tanah. Dalam ranah
hukum pertanahan, Kantor Pertanahan menggunakan diskresi dengan
mengonstruksikan lahan reklamasi yang telah berubah wujud sepenuhnya
menjadi daratan fisik sebagai objek pendaftaran tanah yang sah. Melalui
program PTSL tahun 2020, BPN melegalisasi lahan tersebut menjadi
Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan syarat verifikasi wujud daratan yang
utuh dan kelengkapan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik. Mekanisme ini
juga ditopang oleh pengakuan historis bahwa Suku Bajo merupakan
masyarakat adat yang telah menempati perairan tersebut secara turun-
temurun. Namun, mekanisme tradisional berbasis gotong royong ini kini
tengah bergeser ke arah komersialisasi dan spekulasi lahan oleh pihak
pengembang lokal.
2. Kesesuaian Hukum dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Laut
Penerbitan SHM di atas tanah reklamasi tradisional Pulau Bungin
memicu disharmoni kelembagaan dan yurisdiksi yang tajam antara rezim
agraria dan rezim kelautan. Dari kacamata kelautan, pengubahan ruang
laut menjadi daratan tanpa Izin Pelaksanaan Reklamasi yang merupakan
yurisdiksi Pemerintah Provinsi (0-12 mil laut) adalah tindakan yang

bertentangan dengan hukum. Secara keruangan, produk SHM tersebut
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diterbitkan di atas "Zona Biru" yang menurut RZWP3K dialokasikan
untuk pariwisata dan budidaya laut, serta telah melampaui batas
peruntukan RTRW Kabupaten Sumbawa. Dari perspektif hukum tanah
nasional, pemberian Hak Milik yang bersifat absolut di kawasan lindung
atau sempadan pantai juga dinilai tidak tepat, karena akan menghilangkan
kewenangan kontrol negara dalam mitigasi bencana dan perlindungan
ekosistem pesisir.

Temuan/Gagasan Baru yaitu Resolusi atas sengketa administratif
ini tidak dapat dilakukan melalui pembatalan sertipikat secara sepihak,
melainkan harus menggunakan "asas keterlanjuran” sebagaimana diatur
dalam PP No. 43 Tahun 2021. Pendekatan ini mengedepankan asas
kemanfaatan bagi kelangsungan hidup Suku Bajo, dengan mewajibkan
pemerintah daerah untuk merevisi dan menyinkronkan peta tata ruang

(RTRW dan RZWP3K) guna mengakomodasi permukiman eksisting.

B. Saran/Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan dan temuan di lapangan, terdapat beberapa
agenda strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan:
1. Bagi Kementerian ATR/BPN (Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa)
a. Perubahan Jenis Hak
Kedepannya, disarankan agar pemberian hak di kawasan perluasan
reklamasi atau sempadan pantai tidak lagi menggunakan Hak Milik
(SHM). Otoritas pertanahan perlu menerapkan pemberian Hak
Berjangka Waktu (Hak Pakai) agar negara tetap dapat mengevaluasi
kelestarian lingkungan saat perpanjangan hak, atau menerapkan
skema Hak Milik Komunal masyarakat adat agar lahan terlindungi
dari komersialisasi dan perantara.
b. Koordinasi Lintas Sektor
BPN diwajibkan untuk menjalin koordinasi dan integrasi data dengan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebelum mengeksekusi
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program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah
pesisir guna mencegah tumpang tindih dengan RZWP3K.

Bagi Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten

Sumbawa)

a.

Sinkronisasi Tata Ruang (Implementasi PP No. 43 Tahun 2021)
Segera melakukan revisi bersama terhadap dokumen RTRW
Kabupaten Sumbawa dan RZWP3K Provinsi NTB untuk memutihkan
dan menyesuaikan zonasi perairan Pulau Bungin yang “telah
terlanjur” menjadi daratan permukiman padat.

Penegakan Aturan Reklamasi Baru

Menerapkan batas demarkasi yang tegas (pemutihan dan legalisasi
hanya berlaku bagi lahan reklamasi masa lalu). Untuk rencana
penambahan reklamasi laut di masa mendatang, pemerintah wajib
menegakkan aturan perizinan kelautan secara ketat untuk mencegah

degradasi ekosistem yang lebih parah.

Bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Suku Bajo Pulau Bungin

a.

Legalisasi Aturan Desa

Pemerintah Desa bersama BPD harus segera mengesahkan
kesepakatan pembatasan lahan (maksimal dua lahan dan batas waktu
pemmbangunan fondasi) menjadi Peraturan Desa (Perdes) Tata Ruang
Desa. Hal ini krusial untuk mencegah praktik jual beli laut dan
komersialisasi lahan oleh spekulan yang merusak nilai-nilai gotong
royong Suku Bajo.

Kesadaran Ekologis Darat

Masyarakat perlu menyelaraskan kearifan lokal pelestarian laut
(Tubba Dikatutuang) dengan tata kelola lingkungan darat, terutama
terkait pengelolaan limbah domestik dan penyediaan ruang sirkulasi

mitigasi bencana agar ketahanan Pulau Bungin tetap terjaga.
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